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BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, terhadap proses penyelenggaraan
perencanaan pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah
wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah
menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah
Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah, dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiraan maju;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan suatu
dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap
Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b, huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 49  Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3898);

4. Undang-Undang.....



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4187);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan.....
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Padang Pariaman 2010-2030;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-
2021 dan Kesepakatan Bupati Padang Pariaman dan DPRD
tentang Perubahan Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Indikasi
Rencana Program Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
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Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

26. Peraturan.....
Peraturan Daerah Kabupatc.. . .o .ol Sciol Lo

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang
Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 46
Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 47
Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48
Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 49
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 51
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 52
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 53
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 54
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
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Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten
Padang Pariaman;

37. Peraturan.....

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 55
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 56
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 57
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 58
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 59
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 60
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga
Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 61
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang
Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 63
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kerasipan dan
Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 64
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten
Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 65
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 66
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas



dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Padang Pariaman;

48. Peraturan Bupati Kabupate 48. Peraturan.....
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan urganisasi, lugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitan
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

49. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 68
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

50. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 69
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang
Pariaman;

51. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang
Pariaman;

52. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 82 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:
1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

3) Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Bupati untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun.

6) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

7) Rencana Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-

8) Rencana.....



Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan
kegiatan organisasi perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

8) Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Pasal 2

1) RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2018 yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2018.

2) RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2018
serta prakiraan maju Tahun 2019.

3) RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2018 dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018; dan

b. Pedoman penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

1) Penjabaran RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB Il RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

2) Penjabaran RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,
dto
ALI MUKHNI
Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto
JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 16



